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+ 1, Bahwe Qalam rangks ysahs meningkatkan kelanoaraen pe-
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nyelenggaraen tugas-iugas Pemerintahan; Penbangupan
dan kKemasyarakatan secara berhasil guna dan berdaya
guna, sesual dengan perkembang@n keadaan, berdasagw
kan pasal 31 lUndang=undang Nomor 5 tahun 1979, june
tis pasal 4 ayat {2) Keputusan Menteri Dalam Negeri
Yemor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Orgexim
sasl dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, dan Per
gturen Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981, di-
randang perlu untuk nenetapkan ketentuan mengenai
pembentukan Lingkingan dalam Kelurahan 3

Bahwe ketentuan-—ketentuan mengenai Pembentukan Ling
kungan dalam Kelurahan dimaksud perlu dituangkan da
lam Peraturan Daerah Kotamadya Deaerah Tingkat II
surabaya.

Undangwundang Nomor 5 dtahun 1974 tentang Pokok~pokok
Pemerintahan di Daeral

Undang=undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentul~
an Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewas Yo
gyakarta juncto Undang=undang Nomor 2 tahun 1965

hdang=undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah-
an Desa 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980
tenitang Pedoman Fembentukan, pemecahan, penyatuan,
dan penghapusan Kelurahan
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Dengan persetujuan
kat II Surabaya,

.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 19381
tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan
dalam Kelurahan 3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1975
tentang Susunan Organisasi dan Tate Kerja Departemen
Dalam Negeri 3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 tanggal
22 September 1980 lentang Penetapan Desa menjadi Ke-
lurahan

Kepubusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 itahun 1980
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kelurahan g

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979;

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawz Timur
Nomor 24 tahun 19871 tanggal 8 Juli 1981 tentang Pem=
bentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelu-
rahan

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba-
ya Nomor 7 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja TFemerintahan kelursahan.

Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadysa Deerah Tingkat II Surabaya

tentang Pembentukan Idngkungan dalam
Kelurahan.

B AB I
KETENTUAN UNUNM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah:

e

b.

Coe

Gubernur, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Ja~
wa Timur 3

Kepala Daecrsh, ialah Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

Cama t, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Ko~
tamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Lurah, ialah Kepala Kelurahan, yang mempunyai tugas

selaku penyelenggare dan penanggung ja-
wab uvtama dibidang Pemerintahan,
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Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rang-
ka penyelenggaraan urusan Pemerintah Dae-
rah,. urusan Yemerintahan Umum termasuk perl
binasn ketenteraman dan ketertiban j

¢. Lingkungan, ialah Bagian Wilayah dalam Kelurahan yang
merupakan lirgkungan kerja pelaksanaon Fe-~
nerintahan ¥elurahan.

B4E II
PIMBENTUKAN LINGKUUGAN
Bagilan Pertenn
Tujuan dan Tata Cara Pembentukan
Pasal 2

Tujuan pembentukan lingkungan dalan Kelurahan didasarkan pertim—
bangan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan dalam rangka pening
katan penyelenggaraan Femerintahan secara berhasil guna dan berw
daya gung serta pelayenan terhadap masyarakat sejalan dengan
tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunar.

Pagal 3

(1) Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, setelah
nendapat persetujuan Gubernur atas dasar usul dari Tursh
yang bersangkutan ;

(2) Usul Iurah sebagaimena dimeksud pada ayat (1) pasal ini,
disampaikan kepada Kepala Deeral relalui Camat setelan di-
nintakan pertimbangan dari Perangkat Kelurshan yang berseng—
kutan.

Bagian Kedus
Syarat=syarat Pembentukan
Pasal 4

(1) Pembentukan Lingkungan harus menperhatikan syarat-syarat
ae Faktor jumlah penduduk ;
b. Faktor luas wilayah 3
c. Faktor letak g
d. Paktor prasarana dar sarana }
g. Faktor kondisi kemampusn ekonomi masyarakat 3

(2) Junlah Linglungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan
kondisi wilayah dan jangkauven pelaksanaan pemerintahan.

BAB I1I
Pemecahan, Penyatuan doan Penghapusan
Pasal 5

(1) Berdasarkan pertimbangan tehnis Pemerintahen dan pelayanan
terhadap masyarakat, lingkungan ysng telah dibentuk dimung-
kKinkan untuk dipecah ;i
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Pembangunan dan Kemasyaraketan dalam rang-
ka penyelenggaraan urusan Pemerintah Dae-
rah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pen
binaan ketenteraman dan ketertiban

e. Lingkungan, ialah Bagian Wilayah dalam Kelurahan yang
merupakan lingkungan kerja pelaksansan Pe~
nerintahan Kelurahan.

BAB IT
PEMBENTUKAN LINGKUNGAN
Bagian Pertama
Tujuan dan Tata Cara Pembentukan
Pagal 2

Tujuan pembentukan lingkungan dalam Kelurahan didasarksn pertim-
bangan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan dalem rangka pening
katan penyelenggaraan Pemerintahan secara berhasil guna dan bere
daye guna serta pelayanan terhadhp masyarakat sejalan dengan
tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasgal 3

Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, setelah
mendapat persetujuan Gubernur atas dasar usul dari Lurah
yang bersangkutan ;

Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
disampaikan kepada Kepala Deerah melalui Camat setelah di-
mintalen pertimbangan dari Perangkat Kelurahan yang bersang-
kutan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 4

Pembentukan Lingkungan harus memperhatiken syarat-syarat :
2. Faktor jumlah penduduk ;

b. Faktor luas wilayah :

ce Faktor letak ;

d. Fektor prasarana dan sarana 3

es Faktor kondisi kemampuen ekonomi masyarakat 3

Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan
kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB IIiT
Pemecahan, Penyatuan dan Penghepusan
Pasal 5

Berdasarkan pertimbangan tehnis Pemerintahan dan pelayanan
terhadap masyarakat, lingkungan yang telah dibentuk dimung-
kinkan untuk dipecah 3
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(2) Pemecahan Lingkungan dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul
Iurah, setelah mendapat persetujuan Gubernur ;

(3) Usul Iurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini di=-
sanpaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat yang bersang-
kutan yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 6

(1) Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi me~
nenvhi syarat sebagai suatu Lingkungan, dimungkinkan uwntuk
disatukan atau dihapus j

{(2) Penyatuan atau penghapusan Lingkungen dilakukan dengan Ke~
putusan Kepala Daerah, berdasarkan usul Iurah melalui Camat
yang bersangkutan 3

(3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini tembusannys disampaiken kepada Gubernur.

BAR Iv
TUGAS DAN FUNGSI XEPALA LINGKUNGAN
Pasal 7

Kepala Lingkungan mempunyai tuges melaksanakan tugas Kepala Ke-
lurahan dalam wilayah kerjanya yang ruang lingkupnya akan dite-
tapkan dengan Keputusan Xepala Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksarakan tugas tersebut dalam pasal 7 Peraturan Dae—
rah ini Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membentu pelaksanaan
tugas Kepala Xelurshan dalam wilayah kerjanya.

Pasal g

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungen menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada

Lurah.
BAB v
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan
yang nengatur tentang wilayah kerja bawahan yang sudah ada se=-
belun berlakunya Feraturan Daeran ini, dan bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
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Hal~hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Per-
aturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini berlaku sesudeh diundangkan.

Surabaya, 8 Pebruari 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALZL DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
ttd ttd
H, EDDY SOETRISNO Drs, MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jaws Timur tanggal 29 April 1982 Nomor 240/P tahun 1982.

A.n, GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daecrah

ttd

WARSIIO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundengkan dalam Lembaran Daerah Xotamadya Daerah Tingkat Il
Surabaya tahun 1982 Seri C pada tanggal 12 Juni 1982 Nomor 2/C.

Aun. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotanadya/Paeran

ttad

Drg, SUBAGYO KARTOSUDIRO
Salinan sesuai dengan aslinya NIP. 010015779
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Uebe
N Kepala Bagian Hukun,
< Orgaklsaal & Tatalaksana

e o

ﬂg TEGOEH SOEJONO, SH
¥l \
TSYS o Nips 510026744 -



PENJELASAN ATAS PERATURAN DASRAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1982
TENTANG

PEMBENTUKIN LINGKUNGAN DALAM KELUR.HAN

PENJELLSLN UMUM ¢

Dalam rangka penyempurnaan struktur organisasi Pemerintah
an di Daerah telah ditestapkan antara lain Undang-undang Nomor 5
tahun 1974 tentang Polkok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai
penzganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1965, Undang-undang Nomor
5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1983 tentang pembentukan Dusun dalam
Desga dan Lingkungan dalam Kelurahan., Penetapan Undang-undang No-~
‘mor 5 tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 ta-
hun 1981 serta memperhatiken Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 lebih jauh dimaksudkan
sebagai usaha peningkatan daya gune dan hagil guna penyelengga-
raan Pemerintahan XKelurahan atau Desa sehingga dapat ditingkat-
kan pelayanan kepada Magyarakat.

Peraturan Daerah tentang pembentukan Lingkungan dalam He-
lurahan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penentuan struk
tur organisasi Pemerintahan Kelurahan yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Xotamadys Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 ta-
hun 1981 dalam rangka peningkatan pelayanan kepads masyarakat,
Dengan terbentulmya Lingkungan dalam wilayah Kelurahan diharapkan
rentanz kendali (span of control} dalem penyelenggaraan Pemerine
tahan diwilaysh Kelurahan yang bersangkutan dapat dilaksanakan
lebih effektif sehingga effigiensi dapat lebih ditingkatkan.
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Linglingan berads di=~-
bawah dan bertanzgung jawab kepada Xenala Xelurshan yang menjae
lankan tugas-tugas berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Xotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya lNomor
7 tahun 1981. Dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditentukan sya~
rat-gyarat yang menjadi landasan pertimbangan mengenai periu
atau tidalmya dalam suatu wilayah Keluraban dibentuk satu atau
beberapa Lingkungan, Syarat-syaral tersebut sesual dengan rumus-—
an dalam pasal tersebut bukanlah merupakan syarat yang kwantitae
tif dan dengan demikian ketentuannya akan banyak tergantung ke
pada kebutuhan berdasarkan pengamatan pimpinan Daerah Xhususnya
Kepala Kelurahan yang bersangkutan jumlah Linglangan yang perlu
dibentuk dalam suatu wilayah Kelurahan harus disesuaiken dengan
kondisi wilayah dan jangkauan pelaksznaan Pemerintahan.
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Dengan ditetapkanmya Peraturan Daerah ini landasan huloum
dari pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan telah ditetapkan se-
suai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlalu dan dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan vidak
berlaku lagi semue ketentuan-ketentuan yang pernmah ditetapkan se
panjang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,.
PENJELASAB PauSSL DEMI P.SAL

>

Pasal 1 t Cukup jelas.

Pagal 2 ¢ Dalam pelaksanaammya perlu dipertimbang-
kan mengenai perlu atau tidsknya pembene
tukan Lingkungan dalam Kelurahan berda-
garkan kebutuhan dalam rangka meningkate
kan pelayanan terhadap masyarakat.
Dengan demikian mungkin juga dalam sua-
tu Kelurahan tidak perlu dibentuk suatu
Linglungan, mungkin juga perlu dibentuk
beberapa Lingkungan.

Pasal 3

Usul Lurah mengenai pembentukan Lingkung

an dalam wilayah kerjanya diajukan kepa-

da Kepala Dacrah melalui Camat yang ber-

sangkutan setelah dimintakan pertimbangan
dari perangkat Kelurahan yang hersanglkut-—
an.

Pasal 4 sampai dengan

pasal 6

Cukup Jjelas.

Pagal 7 Tugas-tugas Kepala Lingkungan sebagaima-
na dimaksud dalam pasal ini lebih lanjut
akan diatur dalam Xspubugan Kepala Daerah.
Ketentuan dalam pasal ini perlu dicantum-
kan mengingat tidak seluruh pelayanan ke-

pada masyarakat harus dilaksakanan mela-

lui linglungen.
Pasal 8 sampai dengan
pasal 12 : Cukup jelas.
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